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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pclayanan merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dan prosedural
dalam rangka membantu kebutuhan publik akan sesuatu hal dalam kehidupan
sosialnya. Pelayanan yang diberikan negara untuk rakyatnya adalah hal-hal yang
berhubungan dengan perangkat kependudukan dan kebutuhan sosial sehingga
tugas yang telah menjadi tugas negara kerap menjadi permasalahan, manakala
pelayanan yang diperoleh publik tidak seperti yang mereka harapkan sebagaimana
dukungan dan partisipasi yang rakyat berikan kepada negara/pemerintah.

Dinegara maju pada umumnya, pembangunan dikelola oleh swasta karena
mereka mempunyai fasilitas, keahlian dan dana untuk pembangunan. Pemerintah
lebih banyak bergerak dibidang peraturan dan undang-undang serta bidang
pengawasan pembangunan. Namun dinegara berkembang termasuk Indonesia
masih kekurangan dalam hall dana, fasilitas dan keahlian. Kelangkaan ini sering
menjadi hambatan pada penyelenggaraan pembangunan yang berkesinambungan.
Pemarintah dapat mengusahakan dana dari dalam dan luar negeri. Oleh sebab itu
peranan aktif dari birokrasi diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Dengan demikian peranan birokrasi begitu menentukan dalam menggerakkan dan
mengendalikan pembangunan, Disamping tugas rutin menerapkan peraturan

undang-undang pada warganya.
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Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu dengan memberikan
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara
proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan
sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan
Daerah, maka kewenangan kebijakan pelayanan juga diserahkan kepada daerah
dimana unit-unit birokrasi seperti kecamatan memegang peranan penting karena
sangat dekat dengan keberadaan masyarakat yang dilayani. Birokrasi pelayanan di
kecamatan kemudian menjadi kekuatan yang penting dan sangat menentukan,
karena menjadi kekuatan yang tersendiri.

Dalam rangka memantapkan kerangka landasan pembangunan pemerintah
menyadari betapa pentingnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan
demikian perlu adanya birokrasi yang batk. Dalam hal ini setiap organisasi baik
pemerintah maupun swasta sudah tentu mendambakan suatu birokrast yang baik
dalam mencapai tujuannya.

Birokrasi yang baik dalam suatu orgamisasi memegang peranan yang
penting dalam melayani masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu
pembinaan dan penataan serta dan pendayagunaan aparatur yang bersih dan
berwibawa, baik ditingkat pusat maupun didaerah juga termasuk perusahaan-
perusahaan milik negara dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana terdapat dalam TAP MPR NO . II/MPR/1988 tentang

Aparatur Pemerintah sebagai berikut :
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